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1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1 Profil Organisasi

PT Pos Indonesia (Persero) memulai sejarahnya pada tanggal 26 Agustus 1746,
ketika Kantor Pos pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) olenh Gubernur
Jenderal G.W Baron van Imhoff. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin
keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang di luar Jawa
dan yang datang dari serta pergi ke Negeri Belanda. Inisiatif ini diambil untuk
meningkatkan keandalan layanan pos bagi penduduk, terutama yang berinteraksi
dengan kantor-kantor di luar Jawa.

Selama berabad-abad, PT Pos Indonesia (Persero) mengalami berbagai
perubahan status. Awalnya sebagai Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone),
badan usaha ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan tidak bersifat komersial.
Pada tahun 1965, PT Pos Indonesia (Persero) berubah menjadi Perusahaan Negara
Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan kemudian pada tahun 1978 berubah menjadi
Perum Pos dan Giro sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos
dan giropos, baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Pada tahun 1995, PT
Pos Indonesia (Persero) mengalami transformasi menjadi Perseroan Terbatas (PT)
dengan nama PT Pos Indonesia (Persero). Transformasi ini sejalan dengan
perkembangan zaman, di mana sektor pos dan telekomunikasi berkembang pesat.
Jejaring infrastruktur yang mencakup lebih dari 24 ribu titik layanan, PT Pos
Indonesia (Persero) dapat menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100
persen kecamatan, dan 42 persen kelurahan/desa, bahkan mencakup lokasi
transmigrasi terpencil di Indonesia. Jejaring ini melibatkan lebih dari 4.800 kantor
pos, serta dilengkapi dengan electronic mobile pos di beberapa kota besar.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan
Terbatas, PT Pos Indonesia (Persero) tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009
tentang Pos. Sebagai anggota Universal Postal Union (UPU), PT Pos Indonesia
(Persero) menjalankan layanan pos dengan prinsip dasar, yaitu Single Postal

Territory dan Freedom of Transit. PT Pos Indonesia (Persero) memiliki peran
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penting sebagai community center, perpanjangan tangan pemerintah, perantara
komunikasi antar masyarakat, organisasi, hingga negara, serta menjadi infrastruktur
negara di bidang komunikasi dan logistik. Melalui komitmen ini, PT Pos Indonesia
(Persero) memberikan kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara.

PT Pos Indonesia (Persero) memiliki beragam bidang usaha yang mencakup
layanan jasa pos dan giro, melibatkan pengiriman surat, paket, dan transaksi
keuangan non-tunai. Selain itu, perusahaan juga aktif dalam usaha lain yang
mendukung penyelenggaraan jasa pos dan giro, termasuk inovasi teknologi dan
diversifikasi layanan terkait. Selain bidang utama tersebut, PT Pos Indonesia
(Persero) juga terlibat dalam sektor jasa komunikasi, menyediakan layanan
telekomunikasi seperti pengiriman pesan suara dan data. Selanjutnya, perusahaan
memiliki kehadiran dalam bidang logistik, menawarkan layanan pengiriman barang,
penyimpanan, dan distribusi. Di sektor retail, PT Pos Indonesia (Persero) berperan
dalam kegiatan perdagangan eceran dan penjualan langsung kepada konsumen.
Layanan keagenan juga menjadi bagian dari portofolio perusahaan, melibatkan
perwakilan atau perantara dalam berbagai layanan. Selain itu, PT Pos Indonesia
(Persero) terlibat dalam usaha pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang
dimilikinya. Sumber daya adalah sumber keunggulan bersaing untuk mencapai
kinerja yang unggul (Simamora, 2022:9). Dengan ruang lingkup bisnis yang luas dan
terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, PT Pos Indonesia (Persero) menjadi
entitas yang berperan penting dalam mendukung konektivitas dan layanan bagi

masyarakat Indonesia.

1.1.2 Logo Organisasi
Lambang logo salah satu faktor suatu Brand Image pada organisasi atau perusahaan.
Logo juga bersifat persepsi dan penjelasan kuat terhadap suatu organisasi atau

perusahaan. Logo PT Pos Indonesia (Persero) ditunjukkan pada Gambar 1.1 berikut.

POS
iIND

Logistik Indonesia

Gambar 1. 1 Logo PT Pos Indonesia (Persero)
Sumber: PT Pos Indonesia (Persero) (2024)



a. "POS" diambil dari “PT Pos Indonesia (Persero)”’, membawa aspirasi
perusahaan untuk menjadi solusi layanan logistik yang terintegrasi dan efisien.

b. "IND" singkatan dari Integrated National Distribution. Kata “Integrated”
mencerminkan sinergi dan kerja sama; “National Distribution” sebagai
cerminan komitmen dan dedikasi untuk melayani berbagai kebutuhan logistik
negara.

c. "LOGISTIK INDONESIA" merupakan penguat identitas dan tujuan

perusahaan serta statement bahwa ini adalah Logistik Indonesia.

1.1.3 Visi dan Misi Organisasi

Berikut adalah visi dan misi PT Pos Indonesia (Persero).

a. Visi
Menjadi postal operator, penyedia jasa kurir, logistik dan keuangan paling
kompetitif.

b. Misi

Bertindak efektif untuk mencapai performance terbaik.

1.1.4 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pada suatu organisasi, tentu diperlukan adanya struktur
organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasi tersebut. Struktur organisasi
merupakan gambaran dari pembagian wewenang dan tanggung jawab serta
hubungan vertikal dan horizontal suatu organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya
(Nurlia, 2019:52). Struktur organisasi merupakan kerangka dan susulan pola
hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian- bagian, dan orang-orang yang
menunjukkan pembagian tugas, kedudukan, dan tanggung jawab yang berbeda-beda
pada suatu perusahaan. PT Pos Indonesia (Persero) selalu memposisikan sumber
daya manusia yang kompeten dan unggul di posisi strategis Perusahaan. Struktur

organisasi PT Pos Indonesia (Persero) dapat dilihat dalam Gambar 1.2 berikut.
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Gambar 1. 2 Struktur Organisasi PT Pos Indonesia (Persero)
Sumber: PT Pos Indonesia (Persero) (2024)

Penyusunan struktur organisasi PT Pos Indonesia (Persero) telah

mempertimbangkan efisiensi dalam pengelolaan aspek ekonomi, sosial, dan

lingkungan secara terintegrasi. Struktur organisasi ini juga merupakan struktur

pelaksana prinsip keberlanjutan di Perseroan.

a.

Tugas dan Wewenang Direksi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang berjumlah 7 orang, yang salah

seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan 6 orang lainnya

sebagai Direktur Bidang yaitu Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko,

Direktur Human Capital Management, Direktur Operasi dan Digital Service,

Direktur Bisnis Jasa Keuangan, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik, Direktur

Business Development dan Portfolio Management.

Berikut tugas dan Wewenang Direksi:

1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan
pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam

maupun diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan



2)

pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,

anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memiliki wewenang untuk:

a)
b)

d)

f)

9)

h)

Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.

Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa
orang anggota Direksi, untuk mengambil keputusan atas nama Direksi
atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.

Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa
orang karyawan perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar
Pengadilan.

Mengatur Kketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan,
termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan
lain bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan, termasuk
Sekretaris Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyusun dan menetapkan aturan hubungan antara Induk dan Anak
Perusahaan (Subsidiary Governance).

Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan Internal
Perusahaan.

Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan
maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan
pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili

perusahaan didalam dan diluar Pengadilan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Direksi tersebut, ditetapkan

pembagian tugas berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero)
Nomor: KD.084/ DIRUT/1022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Perubahan
Ketiga atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:
KD.077/Dirut/0821 Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia (Persero)

sebagai berikut:
1) Direktur Utama



2)

Tugas Direktur Utama adalah sebagai berikut:

a)

b)

d)

f)
9)

h)

Untuk dan atas nama Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas
segala ketetapan RUPS.

Bertindak atas nama Direksi sebagai wakil Perusahaan baik di dalam
maupun di luar Pengadilan dan melakukan segala tindakan/ perbuatan
baik yang berkaitan dengan kepengurusan maupun kepemilikan serta
mengikat kerja sama dengan pihak lain.

Mengendalikan pelaksanaan tugas Direktur, Kepala Satuan Pengawasan
Internal, Sekretaris Perusahaan, serta mengusulkan dan memimpin Rapat
Direksi.

Menerima pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan Kepala
Satuan Pengawasan Intemal, Sekretaris Perusahaan, dan Strategic
Planning and Business Transformation.

Mengadakan hubungan baik dengan pihak luar terutama mengenai hal-
hal yang menyangkut kebijakan pengembangan Perusahaan dan
kebijakan lainnya yang bersifat umum.

Bertanggung jawab atas kinerja Perusahaan.

Menetapkan tata kelola informasi yang efektif dan melaporkan
pelaksanaannya secara periodik kepada Dewan Komisaris.

Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dan masing- masing
Direktur melaporkan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada Direktur
Utama.

Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan Direksi dalam kapasitas

sebagai anggota Direksi.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko memiliki tanggung jawab utama

yaitu:

a)

b)

c)

Sebagai wakil Direksi untuk bidang keuangan, risk management, fraud
management dan aset.

Menetapkan kebijakan bidang keuangan, risk management, fraud
management dan aset sebagai fungsi support bagi seluruh fungsi.
Menyelenggarakan kegiatan operasi bidang keuangan, risk management,

fraud management dan aset sebagai fungsi support bagi seluruh fungsi.



d) Penanggung jawab atas Kkinerja operasi bidang keuangan, risk
management, fraud management dan aset sebagai fungsi support bagi
seluruh fungsi.

e) Penanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi bidang keuangan, risk
management, fraud management dan aset.

f) Mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan bidang keuangan,
risk management, fraud management dan aset.

g) Sebagai pengendali operasi keuangan, risk management, fraud
management dan aset di Kantor Regional.

Untuk melaksanakan tanggung jawab Direktur Keuangan dan Manajemen

Risiko mempunyai tugas pokok:

a) Menetapkan kebijakan dan strategi terkait:

(1) Perencanaan dan pengembangan keuangan, risk management,fraud
management dan aset sebagai fungsi support bagi seluruh fungsi;

(2) Perencanaan dan pengembangan operasi serta aplikasi sistem operasi
keuangan, risk management, fraud management dan aset;

(3) Perencanaan sarana, infrastruktur dan teknologi informasi
pendukung operasi keuangan, risk management, fraud management
dan aset.

b) Menetapkan kebijakan pelaporan transaksi keuangan.

c) Menetapkan sistem dan metodologi pengukuran kinerja pengelolaan
bidang keuangan, risk management, fraud management dan aset dalam
bentuk rumusan key performance indicator.

d) Mengevaluasi kinerja Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi
dalam bidang keuangan.

3) Direktur Human Capital Management

Direktur Human Capital Management memiliki tanggung jawab utama

yaitu:

a) Sebagai wakil Direksi untuk bidang sumber daya manusia dan umum.

b) Menetapkan kebijakan bidang sumber daya manusia dan umum sebagai

fungsi support bagi seluruh fungsi.



4)

c) Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, rekrutmen, pengembangan,
balas jasa, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja bidang sumber
daya manusia dan umum sebagai fungsi support bagi seluruh fungsi.

d) Penanggung jawab atas produktivitas sumber daya manusia dan umum.

e) Penanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi produktivitas bidang
sumber daya manusia dan umum.

f) Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan bidang sumber
daya manusia dan umum.

g) Sebagai pengendali pengelolaan sumber daya manusia dan umum di
Kantor Regional.

Untuk melaksanakan tanggung jawab Direktur Human Capital Management

mempunyai tugas pokok:

a) Menetapkan kebijakan dan strategi terkait:

(1) Perencanaan dan pengembangan pengelolaan sumber daya manusia
dan umum.

(2) Pengendalian pengelolaan sumber daya manusia dan umum.

(3) Pengendalian kinerja, risk and compliance dan manajemen mutu
bidang pengelolaan sumber daya manusia dan umum.

(4) Perencanaan sarana, infrastruktur dan teknologi informasi
pendukung sistem sumber daya manusia dan umum.

b) Menetapkan kebijakan dan strategi sistem sumber daya manusia dan
umum serta Budaya Perusahaan.

c) Menetapkan sistem dan metodologi pengukuran Kinerja bidang sumber
daya manusia dan umum dalam bentuk rumusan key performance
indicator.

Direktur Operasi dan Digital Service

Tanggung jawab utama Direktur Operasi dan Teknologi Informasi adalah:

a) Sebagai Wakil Direksi untuk bidang operasi jasa keuangan, kurir,
logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.

b) Menetapkan kebijakan operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos
internasional serta teknologi informasi.

¢) Menyelenggarakan kegiatan operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan

pos internasional serta teknologi informasi.



5)

d)

f)

9)

h)

Penanggung jawab sistem operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos
internasional serta teknologi informasi.

Penanggung jawab atas kinerja operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan
pos internasional serta teknologi informasi.

Penanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi operasi jasa keuangan,
kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.

Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan bidang operasi jasa
keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.
Sebagai pengendali operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos
internasional serta teknologi informasi di Kantor Regional.

Untuk melaksanakan tanggung jawab utama tersebut, Operasi dan Digital

Service mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a)

b)

c)

d)

Menetapkan dan mengelola kebijakan dan strategi terkait:

(1) Pengelolaan operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos
internasional serta teknologi informasi.

(2) Perencanaan, pengembangan operasi jasa keuangan, kurir, logistik
dan pos internasional serta teknologi informasi serta aplikasi operasi
bisnis dan support.

(3) Pengelolaan kinerja, kepatuhan operasi, postal security, manajemen
mutu di bidang operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos
internasional serta teknologi informasi.

(4) Perencanaan modernisasi dan mekanisasi sarana serta infrastruktur
operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta
teknologi informasi.

Menetapkan sistem dan metodologi pengukuran kinerja pengelolaan

operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta

teknologi informasi dalam bentuk rumusan key pertormance indicator.

Menetapkan kebutuhan implementasi teknologi dan pengembangan

infrastruktur.

Memantau seluruh operasional bisnis Perusahaan khususnya terkait

dengan operasional teknologi informasi.

Direktur Bisnis Jasa Keuangan

Direktur Bisnis Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab utama yaitu:
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6)

f)

9)

Sebagai wakil Direksi untuk bidang bisnis jaringan dan layanan
keuangan.

Menetapkan kebijakan bisnis jaringan dan layanan keuangan.
Menyelenggarakan kegiatan bisnis jaringan dan layanan keuangan.
Penanggung jawab atas kinerja bisnis jaringan dan layanan keuangan.
Penanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi bisnis jaringan dan layanan
keuangan.

Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan bidang bisnis
jaringan dan layanan keuangan.

Sebagai pengendali bisnis jaringan dan layanan keuangan di Kantor

Regional.

Untuk mendukung perannya Direktur Bisnis Jasa Keuangan mempunyai

tugas pokok:

a)

b)

d)

Menetapkan kebijakan dan strategi terkait:

(1) Perencanaan, pengembangan bisnis jaringan dan layanan keuangan.

(2) Pengelolaan bisnis jaringan dan layanan keuangan.

(3) Pengelolaan kinerja, risk dan compliance di bidang bisnis jaringan
dan layanan keuangan.

(4) Perencanaan sarana, infrastruktur dan teknologi informasi
pendukung bisnis jaringan dan layanan keuangan.

Menetapkan kebijakan dan strategi penjualan, pemasaran bisnis jaringan

dan layanan keuangan.

Menetapkan sistem dan metodologi pengukuran kinerja penjualan dan

pemasaran bisnis jaringan dan layanan keuangan dalam bentuk rumusan

key performance indicator.

Menetapkan program dan sistem sales and marketing termasuk customer

management, product management, corporate account management,

market place and new business channel bisnis jasa keuangan.

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik memiliki tanggung jawab utama yaitu:

a)

b)

Sebagai wakil Direksi untuk bidang bisnis kurir, logistik dan pos
internasional.

Menetapkan kebijakan bisnis kurir, logistik dan pos internasional.



7)

f)

9)

h)

Menyelenggarakan kegiatan bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
Penanggung jawab sistem bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
Penanggung jawab atas Kkinerja bisnis kurir, logistik dan pos
internasional.

Penanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi bisnis kurir, logistik dan
pos internasional.

Mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan bidang bisnis kurir,
logistik dan pos internasional.

Sebagai pengendali bisnis kurir, logistik dan pos internasional di Kantor
Regional.

Untuk melaksanakan tanggung jawab Direktur Bisnis Kurir dan Logistik

mempunyai tugas pokok:

a)

b)

d)

Menetapkan dan mengelola kebijakan dan strategi terkait:

(1) Pengelolaan bisnis kurir, logistik dan pos internasional.

(2) Perencanaan dan pengembangan bisnis kurir, logistik dan pos
internasional.

(3) Pengelolaan kinerja bisnis kurir, logistik dan pos internasional.

Menetapkan kebijakan dan strategi penjualan, pemasaran bisnis kurir,

logistik dan pos internasional.

Menetapkan sistem dan metodologi pengukuran kinerja penjualan dan

pemasaran bisnis Kkurir, logistik dan pos internasional dalam bentuk

rumusan key performance indicator.

Menetapkan program dan sistem sales and marketing termasuk customer

management, product management, corporate account management,

market place and new business channel bisnis kurir, logistik dan pos

internasional.

Direktur Business Development dan Portfolio Management

Direktur Business Development dan Portfolio Management memiliki

tanggung jawab utama yaitu:

a)

Sebagai wakil Direksi untuk bidang strategic planning, business
transformation, regulations, universal service obligation, synergy

business dan program kemitraan bina lingkungan.
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b)

d)

f)

9)

Menetapkan  kebijakan bidang strategic planning, business
transformation, regulations, universal service obligation, synergy
business dan program kemitraan bina lingkungan sebagai fungsi support
bisnis.

Menyelenggarakan kegiatan operasi bidang strategic planning, business
transformation, regulations, universal service obligation, synergy
business dan program kemitraan bina lingkungan sebagai fungsi support
bisnis.

Penanggung jawab atas Kkinerja operasi bidang strategic planning,
business transformation, regulations, universal service obligation,
synergy business dan program kemitraan bina lingkungan.

Penanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi operasi bidang strategic
planning, business transformation, regulations, universal service
obligation, synergy business dan program kemitraan bina lingkungan.
Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan bidang strategic
planning, business transformation, regulations, universal service
obligation, synergy business dan program kemitraan bina lingkungan.
Sebagai pengendali operasi bidang strategic planning, business
transformation, regulations, universal service obligation, synergy

business dan program kemitraan bina lingkungan di Kantor Regional.

Untuk melaksanakan tanggung jawab Direktur Business Development dan

Portfolio Management mempunyai tugas pokok:

a)

b)

c)
d)

e)

Menetapkan rencana kerja anggaran Perusahaan dan rencana jangka
panjang Perusahaan.

Menetapkan pengendalian bisnis inkubasi untuk membina embrio
inisiatif bisnis.

Menetapkan key performance indicator korporasi dan open innovation.
Menetapkan dan mengendalikan pengelolaan universal service
obligation, synergy business dan program kemitraan bina lingkungan.
Mengendalikan kegiatan diskusi terkait dengan isu yang muncul di

organisasi.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
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Komite Audit melakukan tugas dan tugas yang bersifat mandatori berdasarkan

peraturan Menteri BUMN Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris
BUMN.

1)

2)

3)

4)

5)

Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektifitas sistem
pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan
auditor internal.

Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh
Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal.

Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian
manajemen serta pelaksanaannya.

Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap
segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.

Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan

Komisaris serta tugas- tugas Dewan Komisaris lainnya.

Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Melakukan review secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (Talent
Management System) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaannya.

Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta
(Talent Classification) yang dilakukan oleh Direksi.

Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi
kepada Dewan Komisaris (Selected Talent), untuk menghasilkan daftar
Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/
Menteri (Nominated Talent); Tugas ini tidak dilakukan oleh anggota komite
yang berasal dari manajerial PT Pos Indonesia (Persero).

Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan
sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak,
sebelum diajukan kepada RUPS/ Menteri.

Melakukan evaluasi atas usulan Key Performance Indicators Individu
anggota Direksi.

Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris.
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7)

8)

9)

Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang

membutuhkan persetujuan/ tanggapan dari Dewan Komisaris.

Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi

perusahaan.

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;

c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris;

d) Struktur Remunerasi;

e) Kebijakan atas Remunerasi; dan

f) Besaran atas Remunerasi.

10) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan

kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/

atau anggota Dewan Komisaris.

Corporate Secretary

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Memelihara hubungan baik dengan pemegang saham, regulator dan
pemangku kepentingan lainnya serta melaksanakan peran sebagai
penghubung (liaison officer) dengan fungsi terkait dalam Perusahaan.
Mengendalikan kesekretariatan Direksi, Protokoler Direksi dan sistem
administrasi dokumen Perusahaan.

Mengendalikan pengelolaan kepentingan Hukum Perusahaan, Direksi dan
karyawan dalam menjalankan kebijakan/peraturan yang telah ditetapkan
Perusahaan.

Mengendalikan kepatuhan Perusahaan tentang persyaratan keterbukaan
sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.
Mengendalikan penyelenggaraan program quality, safety, health and
environment.

Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu apabila diminta.
Mengendalikan penatausahaan dan penyimpanan dokumen Perusahaan
termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus

dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.



e.

8)

9)

Merencanakan dan mengendalikan Program Pengenalan Korporasi terhadap
Direksi dan Dewan Komisaris baru.
Menetapkan kebijakan program pengembangan informasi internal maupun

eksternal Perusahaan dan mengendalikan implementasinya.

10) Mengelola informasi kepada pihak internal maupun pihak eksternal agar

tercipta respon positif dari publik atau pelanggan.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut di atas Corporate Secretary memiliki

2 divisi yang berada di bawahnya yakni:

1)

2)

Divisi Kesekretariatan

Divisi Kesekretariatan dipimpin oleh Vice President (VP) Kesekretariatan

yang bertanggung jawab kepada Corporate Secretary. Tanggung jawab

utama VP Kesekretariatan adalah mengorganisasikan, mengendalikan
pengelolaan sekretariatan dan protokoler Direksi, administrasi dokumen

Perusahaan, Museum, Perpustakaan, serta mengendalikan program

komunikasi baik pihak internal maupun pihak eksternal Perusahaan agar

tercipta respon positif dari publik atau pelanggan.

Divisi Legal, Governance, and Compliance

Divisi Kesekretariatan dipimpin oleh Vice President (VP) Legal,

Governance, and Compliance yang bertanggung jawab kepada Corporate

Secretary. Tanggung jawab utama VP Legal, Governance, and Compliance

adalah:

a) Bertanggung jawab atas perlindungan kepentingan hukum Perusahaan,
Direksi, dan Karyawan dalam menjalankan kebijakan/ peraturan yang
ditetapkan oleh Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

b) Mengelola implementasi kebijakan GCG, kebijakan kepatuhan agar
tercapai pengelolaan penyelenggaraan Perusahaan yang bersih,
transparan, accountable dan patuh pada ketentuan pemerintah.

¢) Mengelola indeks kepatuhan.

Fungsi dan Tugas Internal Audit

Fungsi Internal Audit sebagai berikut:
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1)

2)

Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Pengendalian Intern, Manajemen
Risiko, dan Proses Tata Kelola Perusahaan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan;

Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang
keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan

kegiatan lainnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Internal Audit melaksanakan tugas-tugas sebagai
berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Audit Tahunan
(PKAT).

Menyampaikan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) kepada Komite
Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran dan selanjutnya
menyampaikan kepada Direktur Utama untuk mendapat persetujuan.
Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala (triwulan) kepada Direktur
Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit.
Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan
manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Memberikan rekomendasi dan informasi yang objektif tentang kegiatan
Audit pada semua tingkat manajemen untuk peningkatan kinerja perusahaan.
Memberikan konsultasi kepada pihak internal perusahaan untuk memberikan
nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian internal,
pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan.

Melakukan audit pendalaman (khusus) apabila diperlukan dan atau atas
permintaan Manajemen dalam bentuk audit penugasan tertentu dan atau
audit investigatif.

Menyusun dan melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama dan atau
pimpinan unit kerja terkait (audit), dengan tembusan kepada Dewan
Komisaris c.q. Komite Audit. Dalam hal audit investigatif, laporan hasil
audit dapat disampaikan kepada Direktur terkait atas ijin Direktur Utama.
Melaporkan segera atas setiap temuan audit (Management Letter) yang
diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan.



10) Melaksanakan pemantauan tindak lanjut audit internal dan eksternal serta
melaporkan setiap triwulan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
c.q. Komite Audit.

11) Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor
dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar dan kode etik.

12) Melaksanakan pendidikan profesional berkelanjutan dan sesuai dengan
kompetensi Auditor.

13) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kehandalan,
efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal perusahaan di unit
kerja termasuk pelaksanaan tugas khusus dari Direktur Utama (sistem
operasional pengawasan).

14) Memberikan kontribusi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola
(governance, manajemen risiko, dan pengendalian internal).

15) Memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis perusahaan.

16) Dalam menjalankan tugas dan fungsi Internal Audit bekerja sama dengan
Komite Audit.

1.1.5 Tugas dan Fungsi Organisasi
Sebagai BUMN vyang berbentuk Perseroan Terbatas maka PT Pos Indonesia
(Persero) tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
a. Tugas Perusahaan
PT Pos Indonesia (Persero) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan jasa pos
dan giro untuk umum dalam dan luar negeri yang meliputi jasa pos, jasa giro,
jasa keuangan dan jasa keagenan serta usaha- usaha lain yang menunjang jas pos
dan giro sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
b. Fungsi Perusahaan
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut PT Pos Indonesia (Persero)
mempunyai fungsi:
1) Pengembangan usaha dan pemasaran jasa pos dan giro pos serta jasa
keagenan.
2) Pengelolaan SDM dan sarana.
3) Pembangunan sarana dan fasilitas pos dan giro.

4) Pengelolaan keuangan perusahaan.
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5) Pelaksanaan penelitian, pembangunan, dan penyusunan rencana kegiatan
perusahaan.
6) Pengelolaan pendidikan dan pelatihan.
7) Penyelenggaraan usaha-usaha lain yang diperlukan sesuai dengan lapangan
usahanya.
8) Penyelenggaraan kerjasama dengan badan atau pihak lain baik yang
dianggap perlu untuk menunjang usaha perseroan.
9) Pendirian anak perusahaan.
10) Menghilangkan isolasi daerah terpencil.
11) Alat terdepan dalam usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari dan
kepada pemerintah
Selain itu, keberadaan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN yang bergerak
dalam layanan bisnis surat, logistik dan jasa keuangan juga tunduk kepada berbagai
peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
Pada 2022 berbagai langkah transformasi yang dijalankan PT Pos Indonesia
(Persero) telah membuat proses bisnis dan internal terdigitalisasi sehingga layanan
dan kinerja Perusahaan semakin baik dalam menghadapi tantangan yang semakin
beragam. Komitmen PT Pos Indonesia (Persero) dalam memberi kontribusi
maksimal bagi bangsa dan negara tercermin dari peran-peran PT Pos Indonesia
(Persero) sebagai berikut:
a. Peran PT Pos Indonesia (Persero) sebagai community center, yaitu untuk
melayani masyarakat melalui jasa-jasa yang diberikan;
b. Peran PT Pos Indonesia (Persero) sebagai perpanjangan tangan pemerintah
dalam melayani masyarakat;
c. Peran PT Pos Indonesia (Persero) sebagai perantara komunikasi antar
masyarakat, organisasi, hingga negara;
d. Menjadi salah satu infrastruktur negara, khususnya dibidang komunikasi dan

logistik.

1.2 Latar Belakang Penelitian
Di tengah tantangan kontraksi ekonomi yang berdampak pada bisnis inti kurir-

logistik dan jasa keuangan akibat pandemi COVID-19, serta persaingan bisnis yang
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semakin ketat, manajemen PT Pos Indonesia (Persero) berupaya melakukan
penyesuaian strategi bisnis yang lebih inovatif untuk meningkatkan kapabilitas
perusahaan. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini memiliki peran yang
tidak terpisahkan dari sektor bisnis, karena kemajuan teknologi informasi mampu
menyediakan berbagai keuntungan dan kemudahan dalam pelaksanaan aktivitas
bisnis (Cecep, 2021:43). Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi, serta perubahan gaya hidup dan trend liberalisasi bisnis jasa pos, PT Pos
Indonesia (Persero) mengalami pergeseran bisnis yang signifikan. Pada tahun 2000-
2007, bisnis surat pos menurun drastis, dan persaingan dengan perusahaan kurir
swasta membuat pangsa pasar PT Pos Indonesia (Persero) tergerus. Transformasi
bisnis menjadi suatu keharusan, dan PT Pos Indonesia (Persero) berhasil mengatasi
perubahan tersebut. Penelitian oleh Putri et al., (2023:144), transformasi bisnis
adalah suatu proses perubahan yang melibatkan restrukturisasi fundamental dalam
suatu perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan daya saingnya. Pada tahun 2022,
berbagai langkah transformasi dijalankan untuk mendigitalisasi proses bisnis dan
internal, meningkatkan kinerja keuangan, operasional, dan layanan, sehingga PT Pos
Indonesia (Persero) semakin siap menghadapi tantangan yang semakin beragam.
Bisnis kurir dan logistik diproyeksikan akan terus tumbuh pesat, terutama
karena pemulihan ekonomi nasional yang mendorong aktivitas di berbagai sektor.
Kedua sektor ini dianggap sangat penting karena telah menjadi kebutuhan pokok
masyarakat. = Pembangunan  perekonomian, melalui  pembangunan dan
pengembangan daya saing dengan mendorong pertumbuhan sektor industri bernilai
tambah dan berteknologi dalam konteks Revolusi Industri 4.0, perlu dijadikan
prioritas secara nasional sebagai bagian dari pemulihan ekonomi (Gultom, 2020:9).
Pertumbuhan yang diantisipasi akan terjadi terutama dalam segmen bisnis kepada
konsumen (B2C), antar konsumen (C2C), dan bisnis ke bisnis (B2B). Upaya
pembangunan infrastruktur yang diperkuat oleh pemerintah juga akan mempercepat
distribusi barang dan jasa. Fenomena e-commerce yang semakin populer juga akan
menjadi pendorong utama pertumbuhan industri kurir dan logistik di Indonesia. E-
commerce telah mengalami pertumbuhan pesat dan diperkirakan akan terus menjadi

faktor penting dalam perekonomian masa depan (lihat Gambar 1.3).
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Gambar 1. 3 Jumlah Pengguna E-Commerce di Indonesia 2020-2029
Sumber: statista.com (2024)

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pengguna e-commerce di Indonesia
terus bertambah dari tahun ke tahun, mencapai angka yang mengesankan. Dengan
populasi yang besar dan PDB per kapita yang meningkat, jumlah pengguna pasar e-
commerce di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat antara tahun 2024 dan
2029 dengan total 46,7 juta pengguna (+53,62 persen). Setelah peningkatan selama
sembilan tahun berturut-turut, indikator ini diperkirakan mencapai 133,78 juta
pengguna dan mencapai puncak baru pada tahun 2029. Khususnya, jumlah pengguna
pasar E-commerce terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Hal ini
menunjukkan potensi besar bagi industri kurir dan logistik untuk terus berkembang
dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2030, diproyeksikan bahwa pasar e-commerce Indonesia akan
menghasilkan penjualan ritel online sekitar 160 miliar dolar AS, meningkat dari 58
miliar dolar AS pada tahun 2022. Berikut volume pasar e-commerce di Asia
Tenggara dari tahun 2021 hingga 2022, dengan proyeksi dari tahun 2023 hingga
2030, menurut negara (dalam miliar dolar AS) ditunjukan pada Gambar 1.4.

E-commerce market volume SEA 2021-2030, by country
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Gambar 1. 4 Volume Pasar E-Commerce SEA 2021-2030, Berdasarkan Negara
Sumber: statista.com (2024)
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Lonjakan volume pasar e-commerce di Asia Tenggara sebagian besar
disebabkan oleh kelas menengah yang semakin berkembang dan semakin luasnya
akses internet. Sebagai hasilnya, Indonesia diprediksi akan menyumbang lebih dari
42 persen dari seluruh pasar e-commerce Asia Tenggara pada tahun 2030, bersama
dengan pasar-pasar baru yang sedang muncul seperti Malaysia, Filipina, Thailand,
dan Vietnam. Dengan terus berkembangnya industri e-commerce dan meningkatnya
kerjasama antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan para pemain di industri tersebut,
diharapkan pendapatan perusahaan akan meningkat ke depan. Pada tahun 2022,
Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam sektor logistiknya,
dengan menduduki peringkat kelima dalam Indeks logistik negara-negara
berkembang agility. Berikut indeks logistik negara-negara berkembang agility

memengaruhi performa logistik di berbagai negara ditunjukan pada Gambar 1.5.
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Gambar 1. 5 Indeks Logistik Negara-Negara Berkembang Agility
Sumber: statista.com (2024)

Dengan skor indeks 6,17, Indonesia menunjukkan potensi besar dalam
peluang logistik domestik dan internasional. Faktor-faktor seperti pertumbuhan
ekonomi yang kuat, infrastruktur yang terus berkembang, dan komitmen untuk
meningkatkan kesiapan digital telah menjadi pendorong utama dalam meningkatkan
daya saing logistik Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia
memiliki tantangan unik dalam mengelola rantai pasokannya, tetapi juga

menawarkan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan

21



populasi yang besar dan meningkatnya permintaan domestik, ini menjadi peluang
yang besar bagi PT Pos Indonesia (Persero) untuk meningkatkan kesiapan digital dan
memaksimalkan potensi pertumbuhan logistik Indonesia di masa mendatang di
tengah persaingan bisnis yang semakin ketat dan tantangan yang semakin beragam.

Manajemen PT Pos Indonesia (Persero) berupaya melakukan penyesuaian
strategi bisnis yang lebih inovatif untuk lebih meningkatkan kapabilitas perusahaan.
PT Pos Indonesia (Persero) membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 4.618,39
Miliar dan laba bersih Tahun Berjalan sebesar Rp 637,05 Miliar. Kinerja produksi
tahun 2022 dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebagaimana tersaji pada
tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1
Perbandingan Kinerja Produksi PT Pos Indonesia (Persero)
Tahun 2021 dan 2022

9022 2021 Perh_unFIingun
Uraian Satuan Pertumbuhan
Realisasi Capaian Realisasi Jor

RKAP Peq v Penlinn - 2021  RKAP
Suratpos
Pos Express Pucuk 8.037.000 2.977.237 37% 4.509.767 (34%) 66% 37%
Surat Kilat Khusus Pucuk 30.829.718 7.389.278 24% 12.694.335 (42%) 58% 24%
Poketpos
Poketpos Biasa Buah 8.055.000 1.326.861 16% 2.116.480 (37%) 63% 16%
Poketpos Kilat Khusus Buah 16.755.282 16.4056.802 8% 25.012.312 (34%) 66% 98%
Pos Internasional
Poketpos Luar Negeri Buah 468.000 380.571 81% 154.254 147% 247% B1%
EMS Buah 373.000 152.311 41% 346.083 (56%) 4% 41%
Kontrak dan Proyek
Korporat Transoksi 46.000.000  28.928.887 63% 29.263.768 (1%) 99% 63%
Jasa Kevangan
Remitansi Transoksi 6.708.000 27.068.567 404% 34.452.851 (21%) 7% 404%
Pospay Transoksi 194.819.000 29.361.201 15% 19.727.564 (1%) 9% 5%
Ritel
Benda Konsinyosi Keping 50.522.000 566.510.460 L121%  648.414.621 [13%) 87% 1.121%
Filateli Keping 4.000.000 3.767.151 4% 4.351.679 (13%) 87% 4%

Sumber: Annual Report PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2022 (2024)

Tabel di atas menyajikan perbandingan antara target RKAP (Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan) dan realisasi kinerja pada tahun 2022 dan 2021. Di tahun
2022, RKAP ditetapkan sebagai target yang ingin dicapai oleh perusahaan, sementara
realisasi adalah jumlah yang sebenarnya tercapai. Capaian mengacu pada persentase
pencapaian dari target RKAP yang telah ditetapkan. Sementara itu, kolom realisasi
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tahun 2021 menunjukkan kinerja pada tahun sebelumnya sebagai dasar
perbandingan. Pertumbuhan YoY (Year-over-Year) menunjukkan perubahan
persentase kinerja dari tahun ke tahun. Perbandingan terakhir adalah perbandingan
antara realisasi tahun 2021 dengan RKAP tahun 2021.
a. Suratpos
1) Pos Express
Pada layanan Pos Express, RKAP tahun 2022 ditetapkan sebesar
8.037.000. Realisasi yang dicapai pada tahun 2022 adalah 2.977.237 atau
37% dari target RKAP, yang menunjukkan adanya penurunan sebesar 34%
dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang mencapai 4.509.767. Ini
menunjukkan bahwa capaian kinerja Pos Express masih jauh dari target yang
ditetapkan untuk tahun 2022.
2) Surat Kilat Khusus
Layanan Surat Kilat Khusus memiliki RKAP tahun 2022 sebesar
30.829.718, dengan realisasi sebesar 7.389.278 atau 24% dari target.
Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 12.694.335, terjadi
penurunan sebesar 42%. Capaian terhadap target yang rendah ini
menunjukkan tantangan dalam mencapai performa yang diharapkan.
b. Paketpos
1) Paketpos Biasa
RKAP tahun 2022 ditetapkan sebesar 8.055.000 dengan realisasi
sebesar 1.326.861 atau 16% dari target. Dibandingkan dengan realisasi
tahun 2021 yang sebesar 2.116.480, terjadi penurunan sebesar 37%. Angka
ini menunjukkan bahwa Paketpos Biasa juga menghadapi kesulitan dalam
mencapai target yang diharapkan.
2) Paketpos Kilat Khusus
RKAP tahun 2022 adalah 16.755.282 dengan realisasi sebesar
16.406.802 atau 98% dari target. Realisasi ini menunjukkan penurunan
sebesar 34% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang mencapai
25.012.312. Meskipun capaian hampir mencapai target, penurunan yang
signifikan dibandingkan tahun sebelumnya perlu mendapat perhatian.
c. Pos Internasional

1) Paketpos Luar Negeri
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2)

RKAP tahun 2022 sebesar 468.000 dengan realisasi sebesar 380.571
atau 81% dari target. Realisasi ini menunjukkan peningkatan sebesar 147%
dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencapai 154.254. Ini
menunjukkan Kinerja yang sangat baik dalam layanan internasional.
EMS

RKAP tahun 2022 sebesar 373.000 dengan realisasi sebesar 152.311
atau 41% dari target. Realisasi ini menunjukkan penurunan sebesar 56%
dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang mencapai 346.083. Angka
ini menunjukkan penurunan performa yang signifikan dalam layanan EMS.

d. Kontrak dan Proyek

1)

Korporat

RKAP tahun 2022 sebesar 46.000.000 dengan realisasi sebesar
28.928.887 atau 63% dari target. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021
yang mencapai 29.263.768, terjadi penurunan sebesar 1%. Ini menunjukkan
bahwa meskipun target tidak sepen